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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DALAM. TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN DI SULAWESI BARAT 

Masnawi M. I 500655323 
masnawim@gmail.com 
Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Laban pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia 
yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang 
menggantun.gkan hidup pada sektor pertania.n. Dcngan demikian, Jaha.n tidak saja 
memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka 
pembangunan pertanian yang berkelanjutan, laban merupakan sumber daya pokok dalam 
usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih 
bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam 
yang bersifat langka karen a jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap laban 
selalu meningkat. 

Studi tentang hnplementasi Kebijakan Tata Ketola Lahan Pertanian di Sulawesi 
Barat merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai sebuab upaya untuk 
memberikan input terhadap proses pembangunan pertanian di Sulawesi Barat. Penelitian 
ini menitik beratkan pada pengkajian tata kelola atau pengelolaan lahan yang ideal yang 
disarikan dari beragam teori dan praktek tata kelola laban. Dalam penelitian ini, metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif Analisis dilakukan secara terus 
menerus dari awal penelitian hingga analisis data Pengamatan langsung pada obyek 
studi sesuai dengan lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian 
berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi 
penelitian meliputi ruang terbangun (solid), ruang tidak terbangun atau ruang terbuka 
(void) serta hubungan antar ruang-ruang (linkage), dengan melihat kondisi tata ruang 
sekarang, Setelah data lapangan dan literatttr didapat sesuai fokus penelitian maka proses 
analisis dilakukan untuk mendapatkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian di 
Sulawesi Barat. 

Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai ibu 
kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, 
Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga kini hanya Kabupaten 
Mam.uju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayab. Kualitas dan 
kemampuan laban diperlukan optimasi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan 
perencanaan pemanfaatan lahan secara seksama sehingga mengambil keputusan paling 
menguntungkan. Prinsip penentuan kemampuan lahan untuk suatu pemanfaatan pada 
dasamya dilakukan dengan pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, untuk 
menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal. 
Perencanaan penggunaan lahan dipertukarkan dengan istilal1 perencanaan tata Guna 
lahan; karena pada dasamya memiliki pengertian yang sama. Dalam berbagai literatttr, 
kedua istilah ini disebut land use planning. Sedikit perbedaan keduanya hanya terletak 
pada penekanan pada ruang (space). 

Kata Kunci: lmp/ementasi kebijakan, Lata kelola lahan perlanian. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES 
IN AGRICULTURAL LAND GOVERNANCE IN WEST SULAWESI 

Masnawi M. I 500655323 
masnawim@gmail.com 

Graduate Program 
Open University 

Agricultural land has a strategic role and fimction for the agrarian society of 
Indonesia because there are a large number of Indonesian people who depend on the 
agricultural sector. Therefore, the land not only has economic value, but also social, 
even religious value. In the context of sustainable agricultural development, land is a 
key resource in agriculture, especially in conditions where most areas of business are 
still dependent on land-based fanning patterns. Land is a scarce natural resource 
because the amount does not increase, but the need for land always increases. 

The Study on Implementation of Agricultural Land Governance Policy in 
West Sulawesi is a qualitative approach as an effort to provide inputs to the 
agricultural development process in West Sulawesi. This study focuses on an ideal 
governance or land management assessment derived from various theories and 
practices of land governance. In this research, the method used is qualitative 
descriptive method. Analysis is done continuously from the beginning of the study to 
data analysis. Direct observation on the object of study in accordance with the scope 
of research and theory as research support based on the scope of the discussion. 
Identify the objects in the research location include solid space, unvaccinated space 
or open space (void) and relationships between spaces (linkage), by looking at the 
current spatial conditions, After field data and the literature obtained in the focus 
research and analysis process done to get policy of development of agricultural area 
in West Sulawesi. 

West Sulawesi consists of 6 districts, namely Mamuju Regency as the capital 
of the Province, Majene Regency, Polewali Mandar Regency, Mamasa Regency, 
Pasangkayu Regency and Mamuju Tengah Regency. Until now only Mamuju 
District that has not set the Spatial Plan Area. The quality and capability of the land 
required optimization of land use by considering the planning ofland use carefully so 
as to make the most profitabJe decisions. The principle of determining the ability of 
land for a utilization is basically done with consideration of various aspects including 
the physical aspect, to avoid the emergence of negative impacts of unoptimal 
utilization. Land use planning is exchanged in terms ofland use planning; because it 
basically has the same meaning. In various literatures, these two terms are called land 
use planning. A little difference between them lies in the emphasis on space. 

Keywords: Policy implementation, agricultural land governance. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Peoelitiao 

Proviosi Sulawesi Barat merupakan wilayah administrative pemekaran 

dari Provinsi Sulawesi Selatan melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Secara astronomis, Provinsi 

Sulawesi Barat terletak antara 0°46 ' 13,03" - 3°46' 13,4" Lin tang Selatan dan 

116°47'22,6"- 119°52' 17,07'' Bujur Timur dengan luas wilayah 16.916,02 Km2 

dan 22.228,64 Km2 wilayah laut (Perda RTRW Sulawesi Barat, 2014). 

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas­

batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelab Utara 

Sebelah Selatan 

Sebelab Barat 

Sebelah Timur 

: Provinsi Sulawesi Tengah; 

: Provinsi Sulawesi Selatan; 

: Selat Makassar; 

: Provinsi Sulawesi Selatan. 

WiJayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 wilayah 

kabupaten, luas daratan masing-masing kabupaten, yaitu: Kabupateo Majene 

(947,84 km2), Kabupaten Polewali Mandar (1.775,65 km2), Kabupaten Mamasa 

(3 .005,88 km2), Kabupaten Mamuju (4.999,69 km2), Kabupaten Mamuju Utara 

(3.043,75 km2), serta Kabupaten Mamuju Tengah (3.014,37 km2). Ibu Kota 

Provinsi Berada Di Kabupaten Mamuju (BPS, 20 17). 

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas dataran tinggi dan rendah. Di 

Sulawesi Barat terdapat 193 buah gtmung dan yang tertinggi adalah Gunung 
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Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter d.iatas permukaan laut. Umumnya 

setiap Kabupaten memiliki beberapa perbukitan dan pegunungan yang berpotensi 

menjad.i cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan 

lingkungan, juga terdapat garis panta.i yang merupakan daerah dataran rendah 

yang berpotensi untuk pengembangan pertan.ian, perkebunan dan perikanan darat 

dan laut sepetti di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 

Majene. Kabuapten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah 

Sulawesi Barat mempunyai delapan daerah aliran sungai utarna, dengan 

jumlah daerah aliran sunga.i banyak yakni Kabupaten polewali Mandar, yakni 5 

aliran sungai besar. Aliran sunga.i yang sangat panjang yakni Sunga.i Saddang 

yang wilayah alirannya meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan 

polewali Mandar serta Sunga.i Kararna yang daerah aliran sungainya melintasi 

Kabupaten Marnuju hingga Kabupaten Marnuju Tengab. Daerah al.iran sunga.i 

kedua sunga.i tersebut memanjang masing-masing hingga 150 km kearah hilirllaut. 

Rata-rata Suhu udara harian adalah 22,4°C - 34,2°C. Provinsi Sulawesi 

Barat mernpunyai kelembaban udara relative tinggi, berkisar antara 76,5 persen-

82,8 persen. Sedangkan kecepatan angin harnpir d.iseluruh wilayah kabupaten di 

Sulawesi Barat wnumnya merata setiap bulannya, ya.itu berkisar 5 krn/jarn hingga 

14 km/jarn. Dengan Kelembaban udara yang relative tinggi dan adanya 2 musim 

yaitu musim hujan dan musim kemarau menjadikan daerah ini masih sering 

terjadi penyakit-penyakit yang berbasis Iingkungan seperti DBD, Malaria, TBC, 

ISPA, d.iare dan peyakit Ja.innya. 
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Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahWl 

2016 sebanyak 1.306.478 jiwa yang terdiri atas 655.452 jiwa penduduk laki-laki dan 

651.026 j iwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2015, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 

1,90 persen. Semen tara itu besamya angka rasio jenis kelarnin tahun 2016 penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,68. Kepadatan penduduk di 

Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 mencapai 77 jiwal.km2 dengan rata-rata jumlah 

penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup 

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali 

Mandar dengan kepactatan sebesar 211 jiwalkm2 dan terendah di Kabupaten Mamuju 

Tengah sebesar 41 jiwalkm2. 

Bebarapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat 

terns meningkat. Produksi padi khususnya, jika dibandingkan dengan tahWl 

sebelumnya produksi padi mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 18,77 persen 

dari 461.844 ton menjadi 548.536 ton. Dengan jumlah produksi padi sawah sebesar 

492.122 ton dan padi ladang 56.414 ton, Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan 

mampu memenuhi kebutuhan penduduknya tehadap padi. Produksi tanaman palawija 

di Sulawesi Barat diantaranya didukung oleh komoditas jagung yang nilai 

produksinya pada tahun 2016 mencapai kurang lebih 284.213 ton, ubi jalar sekitar 

6.751 ton, ubi kayu 25.698 ton, kacang tanah 433 ton, dan kacang hijau 342 ton. 

Produksi tanaman sayuran Sulawesi Barat di tahun 2016 didominasi oleh 

cabai dengan produksi sebanyak 3.686,6 ton, petsai sekitar 810,4 ton, dan bawang 

merah sekitar 302,3 ton. Sementara produksi kentang dan kubis banya sekitar 136,8 

ton dan 16,7 ton Salah saht sub sektor yang terns berkembang di Provinsi Sulawesi 
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Barat adalab perkebunan. Pada tahun 2016, produksi kelapa sawit dan kakao di 

Sulawesi Barat mencapai 344.560 ton dan 84.429 ton. Sementara itu, beberapajenis 

produksi perkebunan lain seperti kelapa yang jumlah produksinya mencapai 36.862 

ton, sagu 668 ton, dan kopi 4.171 ,41 ton. 

Petemakan 

Komoditas petemakan di Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari temak 

kecil, besar, unggas dan lainnya. Temak besar masih menjadi salah satu komoditas 

yang banyak diusahakan oleh peternak di Sulawesi Barat. Sapi potong adalah salah 

satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 85.417 ekor. Populasi kambing 

sekitar 163.180 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 

4 .445.160 ekor. 

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah 
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Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Majene 

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar 
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Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Mamasa 

Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju 
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B. lmplementasi Kebijakan Pemerintab dalam Tata Kelola Laban Pertanian di 
Sulawesi Barat 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, mengatur tentang tata ruang wilayah 

Sulawesi Barat. Dalam Perda Tersebut, ctitetapkan bahwa Juas daratan 1 6.91 6,02 

Km2 dan 22.228,64 Km2
• Kawasan Hutan ditetapkan seluas 10.923,76 Km2 (64% 

dari luas daratan), Kawasan Hutan tersebut terdiri Kawasan Taman Nasional 

Gandang Dewata seluas 2.142,01 Km2
, 9,89 Km2 diperuntukkan menjadi calon 

Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA), Hutan Lindung 4.520,3 Km2 dan Hutan 

Produksi seluas 4.251,56 Km2 Hutan Produksi. 

Tabell. Luas Wilayah dan Pemba~an Alokasi (Pemanfaatan Wilayah Ruang) 
Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan 

LuasLahan 

%Luas Luas 
Tegal / %Luas 
Kebun, La han 

Kawasan Laban 
I.ms Lms Ladang/ lllas Pertanian 

Hutan Sawah 
Kab~aten Wilayah Kawasan Hllll3, dan Tanaman dan 

Terbadap Irigasi dan Jumlah (Ha) Hutan(Ha) Laban yang Perkebunan Perkebun 
Luas Non 

Sem:Jiara (Ha) anter 
Wilayah Irigasi 

Tidak Luas 
(Ha) 

Diusahakan Wilayah 
{Ha) 

IMamJju 499 969 367188 73 15J95 45286 68,765 129446 26 
Maj_ere 94,784 53l:lfJ 57 1,620 21,676 27,570 50866 54 
Polewali MlllXIar 177 565 89283 50 18,546 44 527 80,509 143,582 81 
Mama sa 300 588 202 614 67 12,876 39 990 31361 84,227 28 
Pasangkayu 304,375 168,547 55 4,437 93.948 94037 192,422 63 
M3Illlju Tengah 301437 212135 70 11,189 30,619 74 360 116,168 39 
Jtmlah 1678718 1.093 376 65 64,063 276,046 376 602 716,711 43 
S~r: BPS Provirni Sulawesi Barat 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, tata ruang wilayah Sulawesi Barat telah 

memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan Pasal 18 ayat 2, Luas kawasan hutan yang barns dipertahankan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas 

daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional". Sehingga, 

pengaturan wilayah masih dapat dimungkinkan karena Juasan kawasan hutan 

terproyeksi seluas 65% dari luas wilayab daratan, meskipun berdasarkan data 

tersebut terdapat ketimpangan bahwa luas laban pertanian dan perkebunan adalah 

716,711 Ha atau 43% dari luas wilayah dataran. 

Tujuan penataan ruang wiJayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan 

ruang wilayab provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, mendukung 

pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara 

berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, 

kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan. 

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai sub sistem dari Ruang 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang 

meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalarn bumi, 

maupun sebagai sumberdaya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada 

masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola 

secara berkelanjutan untuk sebesar-besamya bagj kemakmuran rakyat sesuai dengan 

amanat yang terkandtmg dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar 

negara Pancasila. 
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Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat sangat strategis yaitu terletak 

diantara 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi 

Tengah, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah 

satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan intemasional, yang memberikan nilai 

tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan. 

Surnberdaya alam maupun sumberdaya buatan yang terkandung di bumi Provinsi 

Sulawesi Barat merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk menunjang 

pelaksanaan otonomi daerab yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang 

semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. 

Ruang merupakan swnberdaya yang tidak mengenal batas wilayah. Upaya 

penataan ruang wilayab provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkesinambungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta 

sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, 

penataan ruang Provinsi Sulawesi Barat menuntut kejelasan pendekatan dalam proses 

perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan 

keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerab, antar sektor, dan antar pemangku 

kepentingan. 

Hal tesebut sesuai dengan keterangan informan dari Dinas Pertanian Provinsi 

Sulawesi Barat sebagai berikut: 

"Berdasarkan PERDA RTRW No. 1 Tahun 2014, proporsi peruntukan lahan 
Ielah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dan karakteristik 
lahan, kawasan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, bahkan 
dilengkapi dengan peta pengembangan infrastruktur untuk menunjang 
aktifitas pertanian di Sulawesi Barat''. 
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Peraturan Daerah (PERDA) Nomor I Tahun 2014 tentang penataan ruang 

berdasarkan pendckatan sistem, fungsi-fungsi pokok kawasan, wilayah-wilayah 

administratif, kegiatan dalam kawasan, dan nilai kearifan local strategis kawasan. 

Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang 

sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan 

pembangunan wiJayah. Untuk itu, tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat hams 

benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan 

rencana tata ruang wiJayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan 

rencana tata ruang wilayah kabupatenlkota di sekitamya. Penataan ruang wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan barns dilakukan sesuai dengan 

kaidah penataan ruang. 

1. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalab: 

a. Sebagai araban bagi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat; 

b. Sebagai landasan kebijakan tentang araban pemanfaatan ruang di wilayah 

Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 

c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan 

daerah dalam 1 (satu) talum dan 5 (lima) tahun; 

d. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah; 
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e. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan 

perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; dan 

f Sebagai rujukan/referensi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tata 

ruang wilayah kabupatenlkota. 

Kegunaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 

sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangtman 20 (dua puluh) 

tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan. Rencana pola 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal40 ayat (1) hurufa, meliputi : 

a. Kawasan Laban Pertanian Berkelanjutan (LP2B); 

b. Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju 

Tengah, dan Mamuju dan perkebunan kakao di seluruh wilayal1 Provinsi 

Sulawesi Barat; 

c. Kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang­

Belang sebagai pusat pengolahan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan 

dan perikanan serta sebagai outlet dan pintu masuk komoditi dari dan ke 

seluruh wilayah Sulawesi Barat serta wilayah perbatasan provinsi tetangga; 

d. Kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak di 

Kabupaten Mamuju Tengah; 

e. Untuk mendukung MP3El sesuai dengan potensi wilayal1 Provinsi Sulawesi 

Barat maka dikembangan kawasan terpadu pelabuhan, bandara, industri, 

perdagangan, pergudangan dan peti kemas Mamuju - Tampapadang -

Belangbelang (MAT ABE) di Kabupaten Mamuju; dan 
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f Kawasan pengembangan kawasan pesisir dan puJau-pulau kecil meliputi 

Pulau Karampuang dan Pulau Balabalakang di Kabupaten Mamuju serta 

Pulau Lerelerekang di Kabupaten Majene. 

Lebih lanjut seperti dijelaskan salab satu inforrnan babwa, konversi laban 

pada dasarnya teljadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan 

antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Persaingan dalam pemanfaatan 

laban tersebut mtmcul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu: (1) 

keterbatasan sumberdaya laban; (2) pertumbuhan penduduk dan (3) pertumbuhan 

ekonomi. Luas laban yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan 

penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap laban untuk 

kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi akan 

mendorong pennintaan laban tmtuk kegiatan non pertanian lebih tinggi dibanding 

pennintaan laban untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non 

pertanian cenderung elastis terbadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan 

lahan akibat pertumbuban penduduk, dibarengi dengan meningkatnya pemtintaan 

laban untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuban ekonomi, akbirnya 

menyebabkan terjadinya konversi laban pertanian. 

Hal ini diperkuat oleb Jain bahwa, dampak konversi laban dari aspek 

sosial ekonomi adaJah kehilangan produksi pertanian dan niJai tambahnya, 

berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja 

pertanian dan pendapatan keJja yang dihasilkannya, irigasi yang dibangun 

dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran 

dan degradasi lingkungan, dan bancurnya beberapa kelembagaan Jokal yang 
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selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara itu, manfaat ekonomi 

yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat. 

Pertanian berkelanjutan adaJah upaya memanfaatkan dan menggunakan 

sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, 

pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan !ruaJitas 

lingkungan serta melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-bal sebagai 

berikut: mantap secara ekologis, berkelanjuta secara ekonomis, adil, manusiawi 

dan luwes. 

T bel LmP rta. P Bern I 'uta d' Sui . B t a e man ran~ e allj n 1 awes1 ara 
Luas Lilian 

LP2B 
Sa wah 

dalam 
LP2Bdalam ~renurut 

LuasSawah 
RTWR Dinas 

~ Kabupaten RTRW 
Kab~aten Pertanian 

m:mrut Keterangan 
Provinsi BPS (Ha) 

(Ha} Provinsi 
(Ha) 

Sulawesi 
Bar at 

Pe~rerintah Kabupaten Mairuju 

I M31Illju 4,745 17,745 15,395 
bel urn m:netapkan Kawasan . 
LP2B, Berupa Angka, belum 

~ial 

2 Majene . ~187 4,119 1,620 Be~a Anj;_ behm ~a! 
3 Polewali Mruxlar 2)65 15,870 20,CJ12 18,546 Berupa Angka, belums~jal 
4 Mamasa . 11,251 14,997 12,876 B~a Angka, bel urn spasial 
5Pasangkayu 1,200 5,_000 6,219 ~437 B~a Angka, behrnspasial 
6 mamuju Tengah 1,880 9,557 15,119 11,189 Be_l'lll)_a Anj;_ belliD~al 

Jtrnlah 10,090 45 865 79,171 64,063 
Smrer: diolah dari berba~ data dan smr 
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Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjuk.kan bahwa rujukan dalam tata 

kelola pertanian sangat beragam dan mempunyai bias perbedaan yang signifikan. Hal 

tersebut semestinya tidak terjadi karena peraturan perundang-undangan yang 

mengatur Perda-perda tersebut telah ada sejak pembentukan proses penyusunan 

perda masing. Terlebih lagi, ketetapan-ketetapan yang telah disepakati tersebut tidak 

dittmjang dengan akurasi data secara spasial, hanya berupa angka-angka yang 

menunjuk lokasi pada masing-masing wilayah. Secara utuh tidak akan ditemukan 

dimana lokasi-lokasi tersebut. 

Berdasarkan keterangan infonnan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi 

Barat sebagai berikut: 

"Terkait perbedaan data karena motode pengambilan data masing-masing 
institusi yang berbeda namun yang be/urn dapal dimengerli oleh pihak OPD 
terkait, khu5usnya Dinas Pertanian, bahwa sumber data utama adalah OPD 
terkait dan hal itu diakui o/eh statistic sebagai wa/i data di Indonesia" .. . 
"Sedangakan terkait upaya untuk menyeragamkan data Ielah ditempuh 
melalui konferensi press/press release bersama dengan berbagai institusi 
terkait". 

Diperkuat dengan keterangan infonnan dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat 
menyatakan sebagai berikut: 

"Terdapat angka-angka yang lidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
dalam RTRW setiap kabupaten kecua/i Kabupaten mamuju yang memang 
be/urn menetapkan RTRW Ketidaksesuain data tersebut akan dikaji kemba/i 
mengingat Ielah ada peraturan lain yang mengatur hal tersebut. Khusus 
sector pertanian, akan di/akukan updating data menggunakan data yang 
paling mutakhir, termasuk updating kawasan hutan dan kawasan 
penggunaan laiinya yang Ielah dilengkapi dengan ijin dari pemerintah. Hal 
yang sangal penting adalah perubahan polo ntang/peruntukan lahan karena 
usaha tani saat ini juga telah dipenganthi ofeh trend dan pola hidup 
masyarakat, sehingga eva/uasi lerhadap RTRW saat awaf pembentukan bisa 
saja sangat bias jika dibandingkan dengan trend hari ini ". 

Upaya penetapan kawasan adalah bentuk dari kesungguban sebuah tata kelola 

dalam memproteksi peruntukan dan fungsi dalam interkoneksi tata ruang. Jika 

mengacu pada pemyataan tersebut maka tata kelola pertanian di Sulawesi Barat 
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belum mampu memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan hidup 

masyarakatnya, sehingga desain pemenuhan kebutuhan tetap mengandalkan suplay 

dari pasar regional, belum menganda1kan kemampuan daerah, kendatipun 

sumberdaya alam mendukung. 

1) Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sulawesi Barat terdiri atas 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai 

Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar (Pol-Man) 

Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu (dulunya dikenal dengan Mamuju Utara 

- Matra) dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga saat Tesis ini disusun, banya 

Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayab. Pada 

table berikut dapat dilihat rekapitulasi PERDA RTRW masing-masing Kabupaten. 

Tabel 3. Daftar Perda RTRW Kabupaten se Sulawesi Barat. 

No K.abupaten Peraturan Daerah Keteran~an 

1 Mamuju Belum ada Sedang 
(Persetujuan Substansi Menteri dalam 
Nomor: HK.0103-Dr/690 pembabasan 
tanggal 20 Desember 2011) 

2 Majene Perda Nomor 12 Tahun 2012 
3 Polewali Perda Nomor 2 Tabun 2013 

Man dar 
4 Mamasa Perda Nomor 1 Tahtm 2015 
5 Pasangkayu Perda Nomor 1 Tabun 2014 
6 Mamuju Perda Nomor 3 Tabun 2017 

Ten gab 

DaJam RTRW tersebut, setiap kabuten telah mempunyai Perda RTRW, telab 

menetapkan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam bentuk angka-

angka dan menunjuk lokasi, kendatipun belum ter-plot secara spasial. Sesuai dengan 

amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) mempakan 
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pedoman tmtuk penyustman rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; 

penyustman rencana pembangunan jangka menengah kabupaten; pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan 

keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan 

fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh 

karena itu, RTRWK disustm dengan memperhatikan dinamika pembangtman yang 

berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, 

keseimbangan perkembangan antar kecamatan, kondisi fisik wilayah yang rentan 

terhadap bencana alam di wilayah kabupaten, dampak pemanasan global, 

penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan peran teknologi dalam 

memanfaatkan ruang. 

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan 

kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang Jebih baik agar seluruh pikiran dan sumber 

daya dapat diarahk:an berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang 

dibutuhkan tmtuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan 

keserasian pembangunan di segala bidang pembangtman yang secara spasial 

dirumuskan dalam RTRWK. Pembangtman smnber daya alam dilakukan secara 

terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya 

dukungnya, dengan mengutamakan sebesarbesamya kemakmuran rakyat, 

memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum 

terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan 

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati 

guna mewujudkan pembangtman yang berkelanjutan. 
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RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna laban, tata guna udara, tata 

guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata 

lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan tingkat 

perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan 

karakteristik wilayab dengan memperhatikan sifut lingkungan alam dan lingktmgan 

social serta budaya ad at istiadat. Penyusunan RTR WK untuk mewujudkan tujuan tata 

ruang wilayab kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten 

yang aman, nyaman, produktif dan terintegrasi dengan ruang kawasan lainnya serta 

perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayal1, yang 

diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola 

ruang wilayab kabupaten. 

Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan di 

wilayab Kabupaten Mamasa, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, 

sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air di wilayah 

Kabupaten Mamasa. Pola ruang wilayab kabupaten mencakup kawasan lindung dan 

kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang 

prospektif dikembangkan serta kawasan strategis kabupaten. 

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola mang, RTRWK ini 

juga menetapkan kriteria penetapan struktur mang, pola ruang, dan kawasan strategis 

kabupaten; araban pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program uta.ma 

jangka menengah lima tabun; serta araban pengendalian pemanfaatan ruang yang 

terdiri atas indikasi araban, araban insentif dan disinsentif, dan araban sanksi. Secara 

substansia1 rencana tata mang kawasan strategis kabuapeten sangat berkaitan erat 

dengan RTRWK karena merupakan kewenangan Pemerintab Daerah untuk 
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mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup 

pula penetapan kawasan strategis kabupapten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (2) huruffUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

C. Faktor Pengbambat dan Penunjang dalam Tata Kelola Laban Pertanian 

lmplementasi kebijakan pemerintab dalam tata kelola laban pertanian di 

Provinsi Sulawesi Barat tidak berjalan mutus melainkan menghadapi berbagai faktor 

pengbambat, di samping beberapa faktor pendukung. Demikian hal dalam penelitian 

ini faktor pengharnbat dalam implementasi kebijakan pemerintah terbadap tata kelola 

area laban pertanian dibatasi pada fak:tor ekonomi dan demografi. Pada hakekatnya 

pemanfaatan laban adalah tmtuk suatu peruntukan tertentu. Permasalaban yang 

mungkin timbul dalam perencanaan suatu laban adalah permasalalah kesesuaianl 

kecocokan laban terhadap suatu peruntukan tertentu. 

1. Faktor Pengambat 

Sebagaimana dijelaskan bahwa faktor sosial ekonomi sebagai faktor 

yang mengbambat sekaligus mendukung terdiri atas: 

a. Perkembangan Penduduk, tingginya aktifitas suatu wilayab sangat 

dipengaruhi oleb perkembangan jumlab penduduk, akibat alamiab (jumJab 

kelahiran), arus masuk (pergerakan I perpindahan penduduk) in migration. 

b. Aktifitas ekonorni, industry, perkantoran membutuhkan laban sesuai dengan 

besaran aktifitas tersebut, dan mempengaruhi tata guna laban disekitamya. 

Istilah penataan laban, berbeda dengan istilab penutup lahan. Penataan 

laban biasanya meliputi segala jenis kenarnpakan dan sudab dikaitkan dengan 

aktivitas manusia dalam memanfaatkan laban, sedangkan penutup laban 

mencakup segala jenis kenampakan yang ada di pennukaan bumi yang ada pada 
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lahan tertentu. Penataan laban merupakan aspek penting karena penatan laban 

mencerminkan tingkat peradaban manusia yang menghuninya. 

Hasil wawancara dengan salab satu informan (Staf Dinas Pertanian) 

Sulbar menjelaskan babwa, selain penjelasan di atas juga memiliki pendapat 

mengenai penutup laban, yaitu penutup laban adalah wujud fisik (visual) dari 

benda alam, vegetasi dan unsur-unsur budaya yang ada di pennukaan bwni 

dengan tidak memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Barret 

dan Curtis, tahun 1982, mengatakan babwa pennukaan bumi sebagian terdiri dari 

kenampakan alamiab (penutupan lahan) seperti bangunan, vegetasi, dan lain 

sebagainya. Dan sebagian lagi berupa penampakan basi] aktivitas manusia 

tennasuk kegiatan social ekonorni (penggunaan laban). 

Suatu unit penggunaan laban mewakili tidak lebih dari suatu mental 

construct yang didesain untuk memudahkan inventarisasi dan ak:tivitas pemetaan. 

Oleb karena itu, interpretasi penggunaan laban dari foto udara ini dimaksudkan 

untuk memudahkan deliniasi. Ur.tuk mempercepat hasil inventarisasi dengan 

hasil yang cukup baik, digunakan pemanfaatan data penginderaan jaub, karena 

dari data penginderaan jaub memungkinkan diperoleh infonnasi tentang 

penggunaan laban secara rinci. Selain itu, adanya perubaban pemanfaatan laban 

dapat dimonitor menggunakan penginderaan jauh. ldentifikasi, pemantauan, dan 

evaluasi penataan laban perlu dilakukan pada setiap periode tertentu, sebagai 

dasar untuk penelitian yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam 

memanfaat.kan laban. 

Dengan demikian, penataan laban menjadi bagian yang penting dalam 

usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 
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keruangan di suatu wilayab. Prinsip penerapan kebijakan terhadap laban 

perkotaan bertujuan untuk semakin mengoptimalkan penggunaan laban dan 

pengadaan lahan dalam rangka menampung berbagai aktivitas perkotaan. Dalam 

kaitannya dengan upaya optimalisasi penggunaan laban, kebijakan tata kelola 

laban diartikan sebagai rangkaian aktifitas serta tindakan yang sitematis dan 

terorganisir dalam penyediaan laban, tepat pada waktunya, tmnlk perunntkan 

pemanfaatan dan ntjuan lainnya berdasarkan kepentingan masyarakat. 

Kesesuaian suatu laban sangat ditentukan oleh faktor lingkungannya 

seperti faktor kelerengan, iklim, jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, 

hidrologi dan Jain sebagainya. Hal yang terpenting dalam suan1 perencanaan 

tataguna laban adalab usulan lokasi serta tujuan peruntukannya. Terkait dengan 

hal tersebut ada beberapa ta11ap, antara lain : 

1) Tahap pertama, melakukan survei pendahuluan atas data dasar yang meliputi 

studi pustaka, survey Japangan, serta pekerjaan laboratorium guna menyusun 

dan memadukan data dasar kedalarrt' peta skala 1 : 25.000. 

2) Tahap kedua, adalab melakukan penilaian kapabilitas lahan. 

3) Tahap ketiga, menyiap~an rencana lokasi dan tujuan dari peruntukan laban. 

Data yang harus disiapkan pad a tahap persiapan dan inventarisasi terdiri atas 

tiga bagian, yain1 faktor Jingkungan Alamiah terdiri atas: 

1) Topografi adalah bentuk pennukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit 

alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. 

2) Iklim atau keadaan rata-rata cuaca berdasarkan suatu waktu yang panjang 

untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Pengaruh posisi relatif matahari 

terhadap suatu tempat di bumi menyebabkan terjadinya musim, suatu penciri 
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yang membedakan ikJim satu wilayah ruang dengan wilayah ruang yang lain. 

Perbedaan ikJim menghasilkan beberapa sistem Jdasifi.kasi ikJim. 

3) Bencana alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi 

populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, 

gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, 

gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan 

wabah penyakit. 

4) Tanah sebahagian besar berupa mineral dan partikel alam sebagai kumpulan 

tubuh alam yang menempati sebagian besar wilayah daratan bumi, mampu 

menumbuhkan aneka tumbuhan dan sebagai media bagi mahluk hidup 

lainnya melangsungkan aktifitas kehidupannya. 

5) Drainase merupakan saluran air yang terdapat di permukaan atau di bawah 

tanah, baik yang terbentuk melalui proses alami maupun dibuat secara 

sengaja oleh manusia. drainase dapat berada di permukaan tanah di bawah 

tanah. Drainase berfungsi mengatur alur suplai air demi pencegahan banjir 

dan masalah akibat tingginya debit air pada suatu waktu. 

6) Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di 

daerah pesisir laut. Daerah pantai berfungsi sebagai batas antara daratan dan 

perairan laut. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung irnplementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola 

lahan pertanian meliputi : 

a. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh 
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manusia atau mesin. Transportasi bem1anfaat memudahkan manusia dalam 

melakukan aktivitas hruian. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan 

transportasi yang Jebih maju seperti kereta bawah tanah (subway) dan taksi. 

Penduduk di wilayah tersebut jarang yang miliki kendaraan pribadi karena 

mereka sebagian besar lebih menggunakan angkutan wnwn sebagai sarana 

transportasi mereka. Transportasi dibagi menjadi 3 segmen yaitu darat, laut, 

dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan 

anggaran yang lebih banyak untuk pemanfaatan dan penggunaannya. Selain 

karena memiliki teknologi yang lebib canggih, transportasi udara merupakan 

alat transportasi tercepat dan ter-aman dibandingkan dengan alat transportasi 

lainnya. 

b. Kebutuhan terbadap penggtmaan lahan dalam yang terdapat pada struktur tata 

ruang wilayab berkaitan dengan 3 sistem, yaitu : 

1) Sistem kegiatan, man usia dan struktur kelembagaannya untuk: memenuhi 

kP.butuhannya senantiasa berinteraksi dalam waktu dan ntang. 

2) Sistem pengembangan lahan yang berfokus untuk kebutuhan hidup 

man usia dalam seluruh aktivitas kebidupan. 

3) Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi abiotik dan biotik dengan 

air, udara dan tanah. 

c. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayal1 oleh suatu 

masyarakat adat yang kemudian disebut dengan tanah komunal (tanah milik 

bersruna). Dalam hubungan dengan pentilikrul trulah ini di dalam UUPA 

diartikan penguasaan atas tanah yang didasarkan pada suatu bak dengan 

status hak milik, maka Pasal 20 UUP A, ditentukan bahwa: 
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1) Hak milik adalah hak atas man usia terbadap tanal1 yang dikuasai turun­

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanahlkuasa, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUP A. 

2) Hak milik dapat beralib atau dialibkan kepada pihak lain. 

Demikian dapat dipahami bahwa, penggunaan laban merupakan campur 

tangan manusia baik secara pennanen atau periodik terhadap laban dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuban, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun 

gabungan keduanya. Penggunaan laban merupakan unsur penting dalam 

perencanaan wilayah. Oleh karena itu, disamping sebagai faktor penting dalam 

perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan 

laban. Kenampakan penataan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan 

kenampakan penataan laban atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. 

Perubahan penataan laban dapat teljadi secara sistematik dan non-sistematik. 

Perubahan sistematik ditandai oleh adanya fenomena yang berulang, yakni tipe 

perubal1an penggunaan laban pada setiap lokasi yang sama. Kecenderungan 

perubahan ini dapat ditunjukkan melalui peta multi waktu. Fenomena tersebut 

dapat dipetakan berdasarkan karakteristik dan seri waktu, sehingga perubaban 

penggunaan laban dapat diketahui riwayatnya. 

Perubahan non-sistematik tetjadi karena kenampakan luasan laban yang 

mungkin bertambah, berkurang, ataupw1 tetap. Perubahan ini pada umumnya 

tidak linear karena kenampakannya bembab-ubab, baik penutup lal1an maupun 

lokasinya. Penataan laban mencerminkan sejauh mana usaba atau campur tangan 

manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Untuk dapat 

melakukan interpretasi terhadap penataan laban secara sederhana dan agar 
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hasilnya mudah dipahami oleh orang lain (pengguna), diperlukan panduan kelja 

berupa sistem klasifikasi penataan lahan yang berbeda bagi setiap 

daerahlwilayah. 

Klasifikasi penataan lahan menjadi pedoman atau acuan dalam proses 

interpretasi terhadap data basil pemetaan penatan laban menggtmakan citra 

penginderaan jauh. Tujuan klasifik:asi supaya data yang dibuat informasi yang 

sederbana dan mudab dipahami. Sedangkan para ahli berpendapat Penatan lahan 

yaitu segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap maupun 

berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan baik material mauptm spiritual, ataupun kedua-duanya. 

Pengelompokan objek-objek ke dalam kelas-kelas berdasarkan persamaan 

dalam sifatnya, atau kaitan antara objek-objek tersebut disebut dengan klasifik:asi. 

Klasifikasi adalah penetapan objek-objek kenampakan atau unit-unit menjadi 

kumpulan-kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibedakan 

berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandtmgan isinya. KJasifikasi 

penataan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses interpretasi 

terhadap lahan, apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan citra 

penginderaan jauh. 

Tujuan klasifikasi supaya data yang dibuat infonnasi yang sederhana dan 

mudah dipahami. Keterkaitan perencanaan Penggunaan Jahan dengan 

perencanaan pembangunan daerah sangat erat. Perencanaan tata guna lahan dapat 

memberikan sumbangan/peran yang cukup penting dengan perencanaan 

pembangunan daerah, dengan memberikan informasi dan data yang akurat 
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tentang kondisi lahan, tanah, lingkungan dengan berbagai karakter dan 

keragamannya. Hal ini membantu untuk menentukan dan mengembangkan 

altematif pembangunan yang sesuai dengan keadaan laban mauptm kebutuhan 

masyarakatnya. 

Keterkaitan perencanaan tata guna laban dengan proses-proses 

perencanaan pembangunan daerah, antara lain: 

a) Proses perencanaan pembangunan daerab sangat dengan perencanaan tata 

ruang dan tata guna laban. 

b) Perencanaan tata gun a laban merupakan jembatan an tara perencanaan daerah 

dengan pengembangan wilayab. 

c) Perumusan perencanaan tata guna laban merupakan kerangka acuan bagi 

pembangunan dan pengembangan prasarana fisik yang sejalan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah, kbususnya yang terkait dengan penggunaan 

laban. 

d) Perencanaan tata gtma laban dapat memberikan informasi untuk menentukan 

pilihan-pilihan mengenai penggunaan laban yang layak guna dikembangkan 

atau dipertahankan atau dialih-fungsikan, dengan selalu mempertimbangkan 

efek-efek yang akan timbuJ dan mempengaruhi kualitas lingkunganl 

ekosistem. 

Tingkat relevansi dan urgensi perencanaan tata guna laban terhadap 

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), sangat tinggi karena PPD sebagai 

upaya untuk merumuskan konsep-konsep pengembangan dan pembangunan bagi 

suatu daerah terkait secara langsung dengan masalah pertanahan di daerah. 

Pembangunan daerah akan selalu berkaitan dengan masalah penggunaan laban, 
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dan laban merupakan salah satu kebutuhan utama yang memiliki dampak 

langsung terhadap siklus kehidupan, tidak hanya bagi komunitas manusia, tetapi 

komunitas secara umum. 

Beberapa faktor pendukung agar diperoleb perencanaan tata guna laban 

yang benar-benar memberikan infonnasi yang akurat dan relevan, diantaranya: 

(1) Keadaan mengenai kondisi persebaran penduduk dan berbagai 

kecenderungan serta implikasinya di daerah perencanaan. 

(2) Keadaan topografi daerah perencanaan. 

(3) Faktor iklim dan cuaca. 

( 4) Ciri-ciri kondisi dan kontur tanah yang ada di daerah tersebut. 

(5) Penggunaan dan pemanfaatan laban selama ini serta kemungkinan­

kemungkinan pengembangannya sesuai dengan klasifikasi tanah yang ada. 

(6) Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan potensi daerah 

tersebut, baik dilihat dari aspek pengadaan bahan baku, tenaga/SDM, atau 

aspek pemasarannya. 

(7) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, kbususnya yang terkait langsung 

dengan masalah pertanahan dan pembangunan. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah mencermati basil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola laban pertanian di Sulawesi 

Barat, dalam penelitian iill meliputi : 

a. Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Marnuju sebagai ibu 

kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 

Marnasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga 

kini hanya Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah. 

b. Kualitas dan kemampuan laban diperbaiki melalui optimasi pemanfaatan 

laban dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan laban secara 

seksarna. Prinsip penenturul kemrunpuan laban tmtuk suatu pemanfaatan, 

dilakukan dengan mempertimbangan berbagai aspek, diantaranya aspek fisik, 

untuk menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak 

optimal. 

c. Perencanaan tata guna laban karena pada dasarnya memiliki pengertian yang 

sama dengan Perencanaan penggunaan lal1an. Dalam berbagai literatur, kedua 

istilah ini disebut land use planning. Sedikit perbedaan keduanya banya 

terletak pada penekanan pada ruang (space). 
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2. Faktor penghambat dan penunjang dalam tata kelola area lahan pertanian dalam 

penelitian ini meliputi ekonomi dan demografi sebagai penghambat dan faktor 

pendidikan dan sokial politik sebagai pendukung. 

a. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola 

lahan pertanian terutama aspek ekonomi dan demografi menjadi bagian yang 

menghambat dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam 

memmuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan 

terhadap lahan perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan laban 

dan pengadaan laban untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. 

b. Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola 

lahan pertanian terutama pendidi.kan dan sosial politi.k digunakan untuk 

memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini karena 

aspek pendidi.kan dan sosial politik merupakan sumber daya yang dilakukan 

secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan 

kemampuan daya dukungny~ dengan mengutamakan sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat di semua sektor kehidupan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai pennasalahan pokok yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Tata kelola laban pertanian di Sulawesi Barat belum dilakukan secara bai.k oleh 

pihak-pihak yang berwenang, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju 

belum menetapkan RTRW sebagai salah satu acuan pengembangan pertanian. 

Selain itu, diharapkan penetapan kawasan pertanian dimasing-masing wilayah 
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kabupaten masih berupa angka-angka semata tanpa didukung data spasia1 yang 

akan menyebabkan pergeseran-pergeseran kawasan. Pergeseran kawasan akan 

menyulitkan da1am pembentukan dan pembangunan infrastruktur pendukung. 

2. Jika mengacu pada proyeksi pertumbuban penduduk dan ketersediaan laban 

pertanian beserta provitas komoditi pangan, Sulawesi Barat dapat memenuhi 

kebutuhan pangan strategis dalam rentan waktu RPJP. Oleh karena itu disarankan 

agar tata kelola laban yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat menjadi 

penyebab tergerusnya kawasan pertanian karena a1ih fungsi laban. 

3. Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan revisi dan koreksi 

terhadap RTRW khususnya da1am penentuan luasan kawasan pada masing­

masing wilayab kabupaten dan menjadikan RTRW revisi tersebut sebagai 

rujukan pokok Tata Kelola pengembangan kawasan secara umum. 

4. Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju agar menetapkan RTRW sebagai bagian 

dari Tata Kelola Pemerintaban yang baik. Kondisi berlarut-larut tanpa pedoman 

perencanaan tata kelola wilayah akan membuat kegiatan pembangunan tidak 

terkoneksi secara baik. 

5. Agar pihak-pihak yang berwenang meng-ekspose data khususnya BPS dan 

Pemerintah Daerah lingkup Sulawesi Barat, menghindari terjadinya perbedaan 

mendasar dan substansi yang dapat menyebabkan kebingtmgan bagi pengguna 

ataupun pembaca data tersebut. 
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JMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA 

KELOLA LAHAN DI SULAWESI BARA T 

DAFTARPERTANYAAN: 

A. PEMERINT AH 

1. Bagaimana peran OPD dalarn tata kelola laban pertanian di Sulawesi 

Barat? 

2. Apakah tata kelola laban pertanian di Sulawesi Barat telah memenuhi 

proporsi penmtukan luasan wilayab untuk masing-masing bidang 

pemanfaataonya? 

3. Mengapa terdapat perbedaan data yang dikeluarkan masing-masing 

otoritas? Dan apakab ada upaya untu.k menyeragamkan data! 

4. Terkait RTRW Kabupaten Marnuju yang belwn ditetapkan, 

bagaimanakah dampaknya terbadap tata kelola wilayah khususnya 

pertanian di Sulawesi Barat! 

5. Apakah akan dilakukan review terhadap RTRW karena menurut aturan, 

hal tersebut dimungkinkan! 

B. MASYARAKAT 

1. Bagaimana tanggapan terhadap tata .kelola laban pertanian yang di 

lakukan oleh pemerintab? 

2. Apakab ada pelibatan masyarakat dalarn penyusunan kebijakan tata kelola 

laban pertanian di Sulawesi Barat 

3. Bagaimana tentang kepemilikan lahan dan pcnguasaan laban di Sulawesi 

Barat? 

43576.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



TRANSKRIP WA WANCARA 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA 
KELOLA LAHAN Dl SULAWESI BARA T 

Narasumber 

Kepala 
Din as 
Pertanian 
Sulawesi 
Barat 

Bappeda 
Provinsi 
Sulawesi 
Barat 

Pertanyaan dan Tanggapan 

1. Bagaimana peran OPD dalam tata kelola lahan pertanian di 
Sulawesi Barat? 
"Berdasarkan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Pertanian 
adalah ujung tombak sumber informasi pengambilan 
kebijakan pimpinan daerah dalam memutuskan kebijakan 
terkait tata kelola Lahan pertanian ". 

2. Apakah tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat telah 
memenuhi proporsi peruntukan luasan wilayah untuk masing­
masing bidang pemanfaatannya? 
"Berdasarkan PERDA RTRW No. 1 Tahun 2014, proporsi 
pen.mtukan lahan Ielah diatur sedemikian rupa sesuai dengan 
kemampuan dan karakteristik lahan, kawasan perkebunan, 
tanaman pangan dan hortikultura, bahkan dilengkapi dengan 
peta pengembangan infrastruktur untuk menunjang akt(fitas 
pertanian di Sulawesi Barat". 

3. Mengapa terdapat perbedaan data yang dikeluarkan masing­
masing otoritas? Dan apakah ada upaya untuk menyeragamkan 
data! 
"Terkait perbedaan data karena motode pengambilan data 
masing-masing institusi yang berbeda namun yang belum 
dapat dimengerti oleh pihak OPD terkait, khususnya Dinas 
Pertanian, bahwa sumber data utama adalah OPD terkait dan 
hal itu diakui oleh statistic sebagai wali data di Indonesia" 
"Sedangakan terkait tpaya untuk menyeragamkan data telah 
ditempuh melalui konferensi press/press release bersama 
dengan berhagai institusi terkait". 

1. Apakah akan dilakukan review terhadap RTRW karena 
menumt aturan, hal tersebut dimungkinkan! 
"dalam Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penaiaan 
Ruang Khususnya Pasal 23 ayat 4. rencana lata ntang 
wilayah provinsi dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima 
tahun. Merujuk hal tersebut maka pada tahun 2018, RTRW 
Sulawesi Barat telah memenuhi kriteria 1•ntuk dilakukan 
penjauan kemba/i ". 

2. Dalam rencana revisi tersebut, apakah telah di temukan hal-hal 
yang ur~en untuk dilakukan peniniauan kembali, khususi!Y.a 
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Bappeda 
Kabupaten 
Mamuju 

dalam hal kebijakan tata ke1ola lahan pertanian? 
"terdapat angka-angka yang tidak sesuai dengan apa yang 
ditetapkan dalam RTRW setiap kabupaten kecuali Kabupaten 
mamuju yang memang be/urn menetapkan RTRW 
Ketidaksesuain data tersebut akan dikaji kembali mengingat 
telah ada peraturan lain yang mengatur hal tersebut. Khusus 
sector pertanian, akan dilakukan updating data menggunakan 
data yang paling mutakhir, termasuk updating kawasan hutan 
dan kawasan penggunaan /aiinya yang telah difengkapi 
dengan ijin dart pemerintah. Hal yang sangat penting ada/ah 
perubahan pola ruang/peruntukan lahan karena usaha /ani 
saat ini juga Ielah dipengaruhi oleh trend dan poia hidup 
masyarakat, sehingga evaluasi terhadap RTRW saat awal 
pembentukan bisa saja sangat bias jika dibandingkan dengan 
trend hart ini ". 

1. Terkait RTRW Kabupaten Mamuju yang ~elum ditetapkan, 
bagaimanakab dampaknya terhadap tata kelola wilayah 
khususnya pertanian di Sulawesi Barat! 
"Sebagai !bu Kola Provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki 

pertimbangan yang lebih kompleks dalam penyusunan RTRW 
jika dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten Lain daiam 
Wilayah Sulawesi Barat, Hal tersebut karena fungsi Mamuju, 
Khususnya Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro 
sebagai Pusat Pemerintahan tidak saja untuk Kabupaten 
Mamuju, namun juga bagi Provinsi Sulawesi Barat. Beban 
fungsi tersebut yang memerlukan pertimbangan khusus, saat 
ini telah ada persetujuan dari Kemeterian Dalam Negeri 
terkait hal tersebut dan proses legislasi di DPRD Kabupaten 
Mamuju telah menunjukkan kemajuan signifikan, sementara 
pihak Pemerintah Kabupaten senantiasa mendorong dengan 
fasilitasi terhadap kebutuhan-kebutuhan daiam rangaka 
pembahasan tersebul, khususnya data dan Tenaga Ahli dari 
berbagai institusi yang memang memiliki kompetensi dalam 
pembahasan hal demikian". 

2. Apakah dalam Rancangan RTRW tersebut, porsi perencanaan 
penggunaan laban kbususnya pertanian mendapatkan perhatian 
yang cukup? 
"Pertanian di Kabupaten Mamuju masih menjadi penyumbang 
terbesar dalam stntktur PDRB, olehnya itu kemampuan 
wilayah yang ditunjang sumberdaya menjadi pertimbangan 
untuk tetap menjadikan wilayah-wilayah potensial untuk 
pengembangan pertanian, khususnya lana man pangan ". 

3. Dengan tidak adanya R TRW, l!Qa _y_an_g mef!iadi acuan 
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I 

DPRD 
Kabupaten 
Mamuju 
(PANSUS I RTRW) 

1. 

Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam tata kelola laban 
pertanian? 
"RPJMD menjadi salah satu instrument yang penting 
menggantikan dokumen perencanaan lainnya khususnya 
RTRW karena dalam RPJMD yang sekaligus memuat visi dan 
misi Kepala Daerah peri ode saat ini. Dalam RP JMD, jelas 
bahwa pertanian di Kabupaten Mamuju memerlukan lahan 
yang optimal dan tidak diarahkan untuk melakukan kegiatan 
optimasi pada lahan yang marginal. Pemerintah Kabupaten 
mendorong agar kepemilikan lahan pada tingkat petani lebih 
diutamakan disamping mendorong agar komoditi-komoditi 
yang membutuhkan investor besar dapat bersinergi dengan 
masyarakat local melalui kebun-kebun plasma. Disektor 
pertanian tanaman pangan. Daerah-daerah utama penghasi/ 
beras akan ditunjang dengan infrastruktur khususnya 
pengairan sebagai prasayat utama swasembada beras untuk 
tingkat Kabupaten Mamuju ". 

Sejaubmana Rancangan PRDA RTW Kab. Mamuju saat ini di 
PANSUS? 

"Konsultasi dengan institusi terkait telah dilaksanakan saat ini 
untuk yang ke tujuh kalinya dan Ranperda RTRW Mamuju 
masih dalam tahap pembahasan dan a/can mempercepat 
penyelesian RTRW, sebab menjadi landasan untuk 
pengendalian pembangunan di Mamuju. Semua masih da/am 
pembahasan. Dan kita diundang oleh dua kementerian yakni 
PU dan ATR untuk melakukan sinkronisasi ranperda itu ke 
pusat. Dari 100 pasal sudah selesai kami bahas, 14 pasal 
diantaranya sudah dibahas, kami komitmen ditahun ini untuk 
ketuk pa/u. Se!anjutnya, ranperda ini akan diasistensi di 
tingkat provinsi untuk penyesuaian, hingga ke kementrian. Tim 
Pansus juga dijadwalkan baka/ mengunjungi Pontianak, 
Kalimantan Barat, dalam rangka studi banding". 

2. Pertimbangan apa saJa yang dalam pembahasan RTRW 
Kabupaten Mamuju? 
"Kemarin sempat terjadi polemik terkait data yang diusulkan 
oleh dinas terkait. Ada sekitar kurang lebih 16 ribu hektare 
dan dimana kita menilai itu adalah data yang ada sekarang, 1a 
juga menilai, jika data itu yang dimasukkan, maka tidak ada 
lagi penambahan pada tahun-tahun berikutnya. Karena ?erda 
RTRW tersebut memiliki masa perencanaan sekitar 25 tahun. 
Kemudian masalah penetapan ?erda RTRW yang terkesan 
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lama tersebut, ditanggapi karena adanya persoalan teknis 
menyangkut penentuan /etak suatu daerah kawasan yang horus 
disesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi Daerah 
Mamuju. Namun meskipun demikian pihak:nya dan eksekutif 
akan tetap mendorong percepatan Perda RTRW yang 
sehantsnya sudah ditetapkan pada tahun 2016 sesuai rencana 
awa/". 

1 . Seperti apa kebijakan tata kelola laban pertanian di Kabupaten 
Mamuju yang belum di dukung dengan RTRW? 
"Patron pembangunan sudah /umrah adalah RTRW 
sebagaiman amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. 
Namun, pembangunan juga tidak dapat terhambat bahkan 
tidak terlaksana tanpa ins/rumen peraturan tersebut, sebagai 
leading sektor pembangunan pertanian di Kabupaten Mamuju, 
telah dibuat instrumen-instntmen seperti roadmap 
pembangunan pertanian atau rencana aksi. Dokumen tersebut 
menjadi cikal-bakal Rancangan Peraturan Daerah terkait 
RTRW dan ketika saatnya RTRW tersebut te/ah menjadi 
PERDA maka proses pembanguna pertanian di Kabupaten 
Mamuju telah berjalan pada koridor yang direncanakan ". 

2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam 
Tata Kelola Laban Pertanian seperti apa? 
"selama ini, pertanian di Mamuju telah terkondisikan secara 
a/ami, maksudnya adalah komoditi-komoditi pertanian 
(tanaman pangan dan perkebunan) berada pada lokasi-yang 
tersebar berdasarkan karakteristik lahan dan kebiasaan 
masyarakat petani. dengan kondisi tersebut, pemerintah 
mendorong agar usaha tani senantiasa berlangsung pada 
lahan-lahan yang mereka kuasai baik dalam bentuk hak milik, 
sewa maupun sebagai buruh tani. Tata kelola lahan yang 
diatur oleh pemerintah adalah berorientasi pada 
pengambangan kawasan agar lebih ekonomis dalam 
pengelolaannya ". 

3. Bagaimana masyarakat petani di Kabupaten Mamuju 
menanggapi kebijkan-kebijakan pemerintah kabupaten 
terse but? 
"masyarakat petani di Mamuju adalah masyarakat agraris 
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namun terkendala oleh sarona pendukung usaha tani, misalnya 
dikomodili pangan yang sangat tergantung air maka kebijakan 
yang mendukung sektor pertanian menjadi perhatian utama 
masyarakat. Tata keiola lahan pertanian ditanggapi o/eh 
masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan berusaha 
disektor pertanian pada wilayah-wilayah potensial 
pengembangan dan kinerja tersebut terlihat dalah struktur 
PDRB setiap tahunnya yang masih menjadi dominasi sektor 
tersebut". 

Masyarakat 1. Bagaimana tanggapan terhadap tata kelola lahan pertanian 
yang dilakukan oleb pemerintab? 

2. Apakab ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan 
tata kelola laban pertanian di Sulawesi Barat 

3. Bagaimana tentang kepemilikan laban dan penguasaan lahan di 
Sulawesi Barat? 
Masyarakat Petani (Marnuju) 
"Pemerintah sehantsnya lebih mem-Jasilitasi lagi masyarakt 
kurang mampu untuk penguasaan lahan, dalam hal ini 
perbanyak kuota persi/ untuk program PRONA. Sebab 
kelengkapan tersebut dapat memberikan peluang yang lebih 
besar terhadap akses pembiayaan baik bank maupun lembaga 
finansiallpembiayaan lainnya ". 

Masyarakat Petani (Majene) 
"Pemerintah sebaiknya memperhatikan dengan lebih saksama 
karakteristik wilayah, sebab hal tersebut terkait kultur 
pertanian yang Ielah terbangun. Ketidakmampuan merespon 
haltersebut akan membuat tidak optimalnya hasil usaha tani". 
Masyarakat Petani (Polman) 
"Penetapan kawasan pertanian harus disertai dengan 
komitmen bersama khususnya pemilik-pemilik tanah. Tata 
kelola yang demikian menuntul peran serta masyarakat yang 
tentunya dikawai oleh pemerintah, karena jika tidak demikian 
maka bukan tidak mungkin rencana pembentukan kawasan 
tidakdapat tercapai". 

Masyarakat Petani (Mamasa) 
"Untuk daerah pegunungan seperti Mamasa, pemerintah 
harus mendukung pengembangan pertanian yang lebih khusus 
seperli kopi dan tanaman hortikultura. Pada daerah-daerah 
dengan tingkat kemiringan yang relative lebih /andai, 
pengembangan tanaman pangan dapat dimaksimalkan karena 
ketersediaan air yang cukup, hanya saja persoalannya adalah 
pengelolaan air tersebut haris maksimal. Karakteristik lahan 
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di Kabupaten Mamasa, secara umum sama sehingga potensi 
pengembangan perlanian juga sama namun pemerintah harus 
lebih tegas membuat penetapan kawasan komoditi, hal 
tersebut untuk mempermudah penyedian sara dan prasarana 
pendukung ". 

Masyarakat Petani {Mamuju Utara I Pasang Kayu) 
"Ketika Kabupalen ini (Pasang Kayu) masih merupakan 
bagian dari Kabupaten Mamuju, arah pengembangan 
pertanian diarahkan untuk memanfaatkan !ahan-!ahan bekas 
penge!olaan hutan yang hak konsesinya Ielah berakhir, 
sehingga pada perkembangannya yang sangat potensia/ 
adalah komodili perkebunan khususnya kelapa sawil. 
Kebijakan pemerintah yang memberikan porsi terhadap 
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura adalah 
sebuah kebijakan yang baik karena komoditi tanaman pangan 
merupakan kebutuhan pokok dan menunjang kehidupan 
masyarakat, dan agar Kabupaten Pasang Kayu lidak hanya 
bergantung pada hast/ produksi dari kabupaten sekitamya 
termasuk dari Sulawesi Tengah. Meskipun hal tersebut berat 
karena kultur mm,yarakat petani yang Ielah terbiasa dengan 
tanaman kerasltahunan, namun nilai ekonomis komoditi dapat 
menjadi harapan untuk pengembangan kedepan ". 

Masyarakat Petani (Mamuju Tengah) 
"Kabupaten MamujuTengah mengkhususkan komoditi 
perkebunan sebagai unggulan, namun jluktuasi harga sawil 
yang cenderung mengikuti harga pasar intemasional 
memberikan pertimbangan yang lain agar masyarakat petani 
mengusahakan komoditi lain yang memi/iki nilai ekonomis 
yang lebih baik seperli beras. Pemerintah semestinya 
mendukung pertanian tanaman pangan tersebut dengan 
penyedian infrastruktur pendukung karena potensi yang dapat 
dimanfaatkan di daerah ini sangan banyak. Khusus 
kepemilikanlpenguasaan lahan, harus mendapat perhatian 
yang seriuus dart pemerintah karena hal tersebut akan 
menimbulkan dampak yang tidak baik dimasa-masa 
mendatang ". 
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